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ABSTRAK :  - bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, ketentuan 
lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara 
penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan 
mengenai pengelolaan Dana Desa. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
14, Pasal 1 8, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 60 Tahun 2014 
(LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai ketentuan dan ruang lingkup pengelolaan dana desa, meliputi: 
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan penganggaran, penyaluran, 
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan 
pemantauan serta evaluasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan  pada tanggal 31 Desember 2018. 

    

 


